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RUU JABATAN HAKIM

KY Menolak Dlperlemah

JAKARTA KOMPAS = e

nguatan Komisi Yudisial meru—

pakan salah satu poin penting .
- yang diharapkan. akan menjadi

salah satu pasal dalam Rancang-

an Undang—Undang Jabatan Ha-
kim yang menjadi prioritas da-
Jam Program Legislasi Nasional
2016. Namun, yang mengemuka
saat ini justru wacana menge-

luarkan Komisi Yudisial dari pe: -

- ran pengawasan eksternal ha-

kim. :
Wacana 1tu menjadl sm ;

‘munculnya ‘kembali upaya p

lemahan terhadap satu—satunya_
“Jabatan Hakim. Alasannya,: RUU
~ Jabatan Hakim itu tidak hanya
mengatur tentang hakim, tetapi

lembaga pengawasan eksternal
hakim tersehut,

Juru Blca:ra KY Fand Wa_]dl,

Kamis (3/3) di Jakarta, men
turkan, usulan menghapus e-
‘Wenangan pengawasan eksternal
KY muncul dalam salah satu draf
RUU Jabatan Hakim yang di-
ajukan Ikatan Hakim Indonesia
- (dkahi) yang berkoordinasi de- -
ngan Mahkamah Agung.
Dalam Pasal 78 Ayat 1 draf.
. RUU tersebut, MA mengambil
seluruh ranah pengawasan men-
]adl domainnya. Ini berbeda dari

secara jelas ranah _pengawasan
KY dan- MA. KY berwenang
mengawa51  etika dan perilaku ha-
kim, sedangkan MA berkonsen-
trasi pada teknis yud151al dan

]

_ pengawasan kinerja.

Saat ini, memang terdapat tlga”
draf RUU Jabatan Hakim di Ko-
.~ misi III DPR. Selain dari KY dan
- MA/Ikahl terdapat juga draf ver-
si Forum Diskusi Haklm Indo-
nesia (FDHI).

"Wacana mengeluarkan KY
dari peran pengawasan itu me-

‘ngemuka dalam rapat konsultasi,
ipun ada kesan .

mgm melémahﬁén KY dalam se-

‘bagian draf RUU, DPR tetap me-
‘nyatakan dukungannya dalam

penguatan peran KY. Dan, hal itu
perlu dipertegas di dalam RUU

ugarakan mengenai secara lang-

Farld

tersebut, peran KY diusulkan un-

tuk digantikan Ikahi melalui-
_pengaturan, Tkahi diberi kewe-
nangan mengawasi pemberlaku-
an kode etik dan perﬂaku ha-
~ kim. :

draf versi KY yang memisahkan

Melumpuhkan

Menurut Farid, jika usulan ter-
‘sebut ‘diloloskan tanpa kajian
mendalam, pasal itu sekali lagi

akan mengamputasi kewenangan

pada tugas pengawasan eks- &
“ternal hakim, yang menurut kon-
stitusi d]lakukan oleh KY” u_]ar, e

Dalam salah satu draf RUU._'

o

KY sebagai badan yang keber- -

adaannya ditegaskan di dalam
konstitusi. Pasal 24B UUD 1945

" menyebutkan, KY adalah lemba- |
~ ga yang berperan menjaga dan

menegakkan kehormatan, kelu- |
huran martabat, serta perllaku
hakim.

»Jika KY dikeluarkan dari pe-

' ran utamanya di dalam RUU ter- |
sebut, akan tersisa satu peran saja |

yang akan dijalankan oleh KY,
yakni perekrutan hakim agung. |

Jika demlklan, KY lumpuh % kata

Farid. - %
" Dua peran KY se’belumnya te—'

lah dianulir oleh putusan Mah- |
kamah Konstitusi (MK). Kedua |
peran itu adalah kewenangan da-

: lam perekmt.an hakim di tingkat |

pertama dan kewenangan meng- |
aWam ‘hakim konstitusi.
Sementara itu, Juru BicaraMA
Suhadi mengatakan, RUU Jabat- _
an Hakim adalah inisiatif DPR.
MA melalui Badan Penelitian dan
Pengembangan (Balitbang) MA

‘telah mengajukan draf RUU ke-
: ._pada DPR.

»Draf RUU Jabatan Haklm d1—

. puat dengan mendengarkan ber-
- bagai pihak Kami mendukung
~ RUU itu agar segera dibahas dan

diputuskan tahun ini karena su-

* dah masuk Prolegnas. Kami akan
-memberikan masukan kepada
_ DPR,” katanya (REK)




